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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk 
mengetahui tindak pidana kejahatan menurut 
ketentuan-ketentuan hukum mengenai 
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri dan untuk mengetahui 
pemberlakuan sanksi atas tindak pidana 
kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri. Dengan menggunakan metode 
penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1) 
Tindak pidana kejahatan menurut ketentuan-
ketentuan hukum mengenai penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri, seperti: menempatkan warga negara 
Indonesia untuk bekerja di luar negeri yang 
dilakukan oleh orang perseorangan; 
menempatkan TKI tanpa izin; menempatkan 
calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan 
yang bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dan norma kesusilaan; 
mengalihkan atau memindahtangankan 
SIPPTKI; mengalihkan atau 
memindahtangankan SIP kepada pihak lain; 
melakukan perekrutan calon TKI yang tidak 
memenuhi persyaratan; menempatkan TKI 
yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja; 
menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan 
kesehatan dan psikologi; menempatkan calon 
TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen; 
menempatkan TKI di luar negeri tanpa 
perlindungan program asuransi; 
memperlakukan calon TKI secara tidak wajar 
dan tidak manusiawi selama masa di 
penampungan; 2) Pemberlakuan sanksi atas 
tindak pidana kejahatan menurut Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang 
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia Di Luar Negeri, berupa pidana 
penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan 
tindak pidana kejahatan yang dilakukan.  
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PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar 
Negeri, pekerjaan mempunyai makna yang 
sangat penting dalam kehidupan manusia 
sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. 
Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber 
penghasilan seseorang untuk memenuhi 
kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. 
Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk 
mengaktualisasikan diri sehingga seseorang 
merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik 
bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. 
Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan 
hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang 
wajib dijunjung tinggi dan dihormati. 
 Permasalahan-permasalahan yang 
terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar 
negeri terutama tentang ketidaksesuaian 
antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, 
serta adanya kesewenangan pihak majikan 
dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering 
terjadi penangkapan dan penghukuman TKI 
yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen 
kerja (TKI Ilegal). Hal-hal ini menimbulkan 
ketegangan antara pihak pemerintah dengan 
negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila 
didiamkan akan menimbulkan terganggunya 
hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya 
masalah yang disebabkan karena faktor dari 
Negara penerima saja yang banyak melanggar 
hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah 
TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI 
itu sendiri.3  
 Kebijakan dasar dalam hukum 
ketenagakerjaan adalah untuk melindungi 
pihak yang lemah dalam hal ini pekerja/buruh 
dari kesewenang-wenangan 
majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam 
hubungan kerja dengan tujuan memberikan 
perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan 
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sosial.4 Timbulnya hukum ketenagakerjaan ini 
dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi 
tawar yang terdapat dalam hubungan 
ketenagakerjaan (antara pekerja/buruh) 
dengan pengusaha/majikan) dengan alasan itu 
pula dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum 
ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan 
ketimpangan hubungan di antara keduanya.5 
Untuk mencapai tujuan hukum tersebut maka 
diperlukan proses pembentukan dan 
pelaksanaan hukum agar sesuai dengan tujuan 
tersebut untuk itu diperlukan politik hukum. 
Dalam hal ini politik hukum sebagai kebijakan 
dasar juga dimaksudkan sebagai sarana dalam 
rangka mewujudkan pembinaan hukum 
nasional.6 
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 1 angka 1. 
Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk 
melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam 
mewujudkan terjaminnya pemenuhan 
hak-haknya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, baik sebelum, selama, 
maupun sesudah bekerja.  
Apabila terjadi tindak pidana kejahatan 
dalam penempatan dan perlindungan tenaga 
kerja Indonesia di luar negeri, maka 
pemberlakuan sanksi atas tindak pidana 
kejahatan akan dikenakan terhadap pelaku 
kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya 
perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga 
kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal 
ini menunjukkan adanya upaya perlindungan 
hukum terhadap hak-hak tenaga kerja 
Indonesia yang bekerja di luar negeri. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah tindak pidana kejahatan 
menurut ketentuan-ketentuan hukum 
mengenai penempatan dan perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ? 
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi atas 
tindak pidana kejahatan menurut Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri ? 
                                                             
4Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan 
Politik Hukum, (Editor) Sophia Hadyanto, Cetakan 
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.hal. 1. 
5 Ibid, hal. 2 
6 Ibid, hal. 3 
C. METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian hukum normatif 
digunakan untuk menyusun penulisan ini. 
Adapun bahan-bahan hukum yang dijadikan 
referensi dalam penulisan ini diperoleh melalui 
studi kepustakaan dan terdiri dari:  
1. Bahan-bahan hukum primer: peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
penempatan dan perlindungan tenaga kerja 
Indonesia di luar negeri; 
2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-
literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal 
hukum yang sesuai dengan materi penulisan 
ini. 
3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum 
dan kamus hukum. 
  
PEMBAHASAN 
A. TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURUT 
KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM 
MENGENAI PENEMPATAN DAN 
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 
INDONESIA DI LUAR NEGERI  
 Makna dan arti pentingnya pekerjaan 
bagi setiap orang tercermin dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) 
menyatakan bahwa setiap Warga Negara 
Indonesia berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 
namun pada kenyataannya, keterbatasan akan 
lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan 
banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari 
pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun 
jumlah mereka yang bekerja di luar negeri 
semakin meningkat. Besarnya animo tenaga 
kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan 
besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar 
negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu 
mengatasi sebagian masalah penggangguran di 
dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif 
berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan 
yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko 
tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama 
proses keberangkatan, selama bekerja di luar 
negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. 
Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan 
agar risiko perlakuan yang tidak manusiawi 
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terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas 
dapat dihindari atau minimal dikurangi.7 
 Norma hukum tidak bertentangan 
dengan rasa keadilan masyarakat dan martabat 
manusia. Norma hukum justru memungkinkan 
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, 
seperti kerukunan atau kebersamaan, 
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih 
sayang. Dengan demikian hukum yang baik 
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil 
(secara materiil) sehingga bisa mewujudkan 
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum 
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum 
yang baik adalah hukum yang benar dan adil 
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat 
mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk 
dijalankan.8 
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di luar negeri pada Pasal 102 
dan Pasal 103 mengatur tindak pidana 
kejahatan terhadap penempatan dan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar 
negeri, seperti di antaranya: perorangan yang 
melanggar larangan menempatkan warga 
negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri; 
Menempatkan TKI oleh pelaksana penempatan 
TKI swasta tanpa izin tertulis dari Menteri di 
bidang ketenagakerjaan; Menempatkan calon 
TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan 
dan norma kesusilaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, baik di Indonesia 
maupun di negara tujuan; mengalihkan atau 
memindahtangankan SIPPTKI; mengalihkan 
atau memindahtangankan SIP kepada pihak 
lain; melakukan perekrutan calon TKI yang tidak 
memenuhi persyaratan; menempatkan TKI 
yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja; 
menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan 
kesehatan dan psikologi; menempatkan calon 
TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen; 
menempatkan TKI di luar negeri tanpa 
perlindungan program asuransi; 
memperlakukan calon TKI secara tidak wajar 
dan tidak manusiawi selama masa di 
penampungan. Hal ini tentunya dapat 
                                                             
 7Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 
 8 Muhammad Nuh. Etika Profesi Hukum. CV. 
Pustaka Setia. Bandung.  2011. hal. 199. 
merugikan pihak TKI. Oleh karena itu kejahatan 
ini perlu dicegah dan jika telah terjadi perlu ada 
penghukuman.  
 Peristiwa pidana yang juga disebut 
tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan 
atau rangkaian perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa 
hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa 
pidana kalau memenuhi unsur-unsur 
pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari: 
1. Objektif  
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang 
bertentangan dengan hukum dan 
mengindahkan akibat yang oleh hukum 
dilarang dengan ancaman hukum, yang 
dijadikan titik utama dari pengertian objektif 
di sini adalah tindakannya. 
2. Subjektif  
 Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat 
tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat 
unsur ini mengutamakan adanya pelaku 
(seorang atau beberapa orang).9 
 Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, 
maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang harus memenuhi persyaratan supaya 
dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai 
suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut: 
1. Harus ada suatu perbuatan.  
Maksudnya, memang benar ada suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
beberapa orang. Kegiatan itu terlihat 
sebagai suatu perbuatan tertentu yang 
dapat dipahami oleh orang lain sebagai 
sesuatu yang merupakan peristiwa; 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang 
dilukiskan dalam ketentuan hukum.  
Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa 
hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang 
berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib 
mempertangungjawabkan akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan 
dengan syarat ini, hendaknya dapat 
dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang 
tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun 
tidak perlu mempertangungjawabkan. 
Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan 
itu dapat disebabkan dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang dalam 
melaksanakan tugas, membela diri dari 
                                                             
9Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2. 
Rajawali Pers, Jakarta,2009, hal. 175. 
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ancaman orang lain yang mengangganggu 
keselamatannya dan dalam keadaan 
darurat; 
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  
Maksudnya bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu 
perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan 
hukum; 
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, 
suatu perbuatan yang berlawanan dengan 
hukum dimaksudkan kalau tidndakannya 
nyata-nyata bertentangan dengan aturan 
hukum; Harus tersedia ancaman 
hukumannya.10  
 Maksudnya kalau ada ketentuan yang 
mengatur tentang larangan atau keharusan 
dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu 
memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman 
hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa 
maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan 
oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu 
ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman 
terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam 
peristiwa pidana, pelaku tidak perlu 
melaksanakan hukuman tertentu.11 
 Pada hakikatnya ketentuan-ketentuan 
hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini 
adalah ketentuan-ketentuan yang mampu 
mengatur pemberian pelayanan penempatan 
bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian 
pelayanan penempatan secara baik didalamnya 
mengandung prinsip murah, cepat, tidak 
berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang 
bertentangan dengan prinsip tersebut memicu 
terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang 
tentunya berdampak kepada minimnya 
perlindungan bagi tenaga kerja yang 
bersangkutan.12 
 Menurut Penjelasan Atas 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang 
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia Di Luar Negeri, sejalan dengan semakin 
meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di 
luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang 
sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat 
                                                             
 10 Ibid, hal. 175. 
11Ibid, hal. 176. 
 12Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 
pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi 
terhadap TKI baik di dalam maupun di luar 
negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI 
semakin beragam dan bahkan berkembang 
kearah perdagangan manusia yang dapat 
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 
B. PEMBERLAKUAN SANKSI ATAS TINDAK 
PIDANA KEJAHATAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 
TENTANG PENEMPATAN DAN 
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 
INDONESIA DI LUAR NEGERI 
 Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum 
bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana. 13  Pidana: “penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu”.14 Sanksi pidana, strafsanctie, 
yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan. 15  Pidana (Straf): hukuman yang 
dijatuhkan terhadap orang yang terbukti 
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap.16 
 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
hukum menurut Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar 
Negeri, maka tindak pidana kejahatan menurut 
ketentuan-ketentuan hukum mengenai 
penempatan dan perlindungan tenaga kerja 
Indonesia di luar negeri seperti: 
1. Setiap orang yang melanggar larangan 
menempatkan warga negara Indonesia 
untuk bekerja di luar negeri;  
2. Menempatkan TKI pemerintah dan 
pelaksana penempatan TKI swasta tanpa izin 
tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri; 
3. Menempatkan calon TKI pada jabatan atau 
tempat pekerjaan yang bertentangan dengan 
nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, baik di Indonesia 
maupun di negara tujuan.  
                                                             
 13Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana, 
(Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 
2008.hal. 138. 
 14Ibid, hal. 392. 
 15Ibid, hal. 138. 
 16Ibid, hal. 119. 
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4. Mengalihkan atau memindahtangankan 
SIPPTKI kepada pihak lain; 
5. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP 
kepada pihak lain untuk melakukan 
perekrutan calon TKl; 
6. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak 
memenuhi persyaratan berusia 
sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) 
tahun kecuali bagi calon TKl yang akan 
dipekerjakan pada pengguna perseorangan 
sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak 
dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja 
perempuan; dan berpendidikan 
sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat; 
7. Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji 
kompetensi kerja;  
8. Menempatkan TKI tidak memenuhi 
persyaratan kesehatan dan psikologi; 
9. Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak 
memiliki dokumen yang meliputi : Kartu 
Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, 
akte kelahiran, atau surat keterangan kenal 
lahir; surat keterangan status perkawinan, 
bagi yang telah menikah melampirkan copy 
buku nikah; surat keterangan izin suami atau 
istri, izin orang tua, atau izin wali; sertifikat 
kompetensi kerja; surat keterangan sehat 
berdasarkan basil pemeriksaan kesehatan 
dan psikologi; paspor yang diterbitkan oleh 
Kantor Imigrasi setempat; visa kerja; 
perjanjian penempatan TKI; perjanjian kerja; 
dan KTKLN; 
10. Menempatkan TKI di luar negeri tanpa 
perlindungan program asuransi. Jenis 
program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI 
sebagaimana diatur dengan Peraturan 
Menteri. 
11. Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar 
dan tidak manusiawi selama masa di 
penampungan.  
 Tindak pidana terhadap TKI merupakan 
kejahatan, sehingga Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar 
Negeri, pada Pasal 102 dan Pasal 103 mengatur 
sanksi pidana berupa pidana pidana penjara 
dan/atau denda sesuai dengan jenis-jenis tindak 
pidana kejahatan yang telah terbukti secara sah 
dilakukan oleh pelakunya, yaitu dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling sedikit Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah), Dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 
l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
 Penerapan sanksi pidana merupakan 
upaya terakhir (ultimum remedium) ketika 
instrumen hukum perdata atau hukum 
administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan 
dengan baik.17  
Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu: 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar 
tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi 
preventif/pencegahan); 
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana agar menjadi orang yang 
baik dan dapat diterima kembali dalam 
masyarakat (fungsi represif) kekerasan. 
 Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan 
hukum pidana adalah untuk melindungi 
masyarakat. Apabila seseorang takut untuk 
melakukan perbuatan tidak baik, karena takut 
dihukum, semua orang dalam masyarakat akan 
tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan 
bagian dari hukum publik.18 Beberapa sarjana 
hukum mengemukakan tentang tujuan hukum 
pidana, ialah: 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai 
melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie), 
maupun secara menakut-nakuti orang 
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, 
agar dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special prventie); 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar 
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat; 
c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
demi pengayoman negara, masyarakat dan 
penduduk, yakni: 
                                                             
17Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. 
Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hal. 8.   
 18Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum 
Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 
2009.hal. 61. 
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1) Untuk membimbing agar terpidana 
insaf dan menjadi anggota masyarakat 
yang berbudi baik dan berguna; 
2) Untuk menghilangkan noda-noda yang 
diakibatkan oleh tindak pidana.19 
 Penerapan sanksi pidana merupakan 
upaya terakhir (ultimum remedium) ketika 
instrumen hukum perdata atau hukum 
administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan 
dengan baik.20  Pasal 10. Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:  
a. pidana pokok: 
1) pidana mati; 
2) pidana penjara; 
3) pidana kurungan; 
4) pidana denda; 
5) pidana tutupan. 
b. pidana tambahan: 
1) pencabutan hak-hak tertentu; 
2) perampasan barang-barang tertentu; 
3) pengumuman putusan hakim. 
 Perbedaan antara hukuman pokok dan 
hukuman tambahan, adalah hukuman pokok 
terlepas dari hukuman lain, berarti dapat 
dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. 
Adapun hukuman tambahan hanya merupakan 
tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak 
dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok 
(tidak mandiri).21  
 Pidana denda merupakan bentuk 
pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap 
masyarakat termasuk pada masyarakat adat. 
Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda 
yang dikenakan pada orang yang membuat 
kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya 
keseimbangan masyarakat adat tersebut. Pada 
saat sekarang pidana denda dijatuhkan 
terhadap tidak pidana ringan berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana 
denda merupakan pidana satu-satunya pidana 
yang dapat dipikul oleh orang lain selain 
terpidana. Walaupun denda dijatuhkan 
terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan 
jika denda itu secara sukarela dibayar oleh 
orang lain atas nama terpidana. Hasil 
penagihan denda diperuntukkan bagi kas 
negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat 
                                                             
 19Siswantoro Sunarso, Hukum Pidana 
Lingkungan Hidup  Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, 
Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 73. 
20Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Op.Cit. hal. 8.   
21Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hal. 66. 
oleh pemerintah daerah begitu pula biaya 
untuk pidana kurungan pengganti di tanggung 
oleh negara walaupun peraturan pidana itu 
dibuat oleh pemerintah daerah pula.22 
 Sanksi pidana yang ada di dalam hukum 
pidana merupakan salah satu penderitaan yang 
istimewa sebab pidana yang diancamkan 
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang 
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada 
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan 
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara 
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah 
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai 
dengan perkembangan dan pertumbuhan 
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut 
adalah untuk melindungi kepentingan orang 
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum 
pidana menggunakan ancaman pidana dan 
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan 
pengorbanan yang harus ditanggung oleh 
korban kejahatan atau pelanggaran.23 
 Keistimewaan hukum pidana terletak 
pada daya paksanya yang berupa ancaman 
pidana sehingga memungkinkan hukum ini 
dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau 
subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat 
dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum 
pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, 
ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban 
yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-
kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan 
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban 
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat 
sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun 
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal 
dipertegas dalam undang-undang pidana. 
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang 
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 
hakikatnya adalah sanksi.24 
 Jenis-jenis tindak pidana kejahatan 
menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam 
penempatan dan perlindungan tenaga kerja 
                                                             
22Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Ed. 2. Cet. 1. Sinar 
Grafika, Jakarta, 2007, hal. 58. 
23 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal.      211-212. 
24 Ibid. hal. 211. 
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Indonesia di luar negeri yang telah terbukti 
secara sah sesuai dengan tahapan pemeriksaan 
melalui peradilan pidana, yakni melalui 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di muka pengadilan, maka bagi 
pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana 
sesuai dengan jenis tindak pidana kejahatan 
yang dilakukan. Pemberlakuan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dalam 
penempatan dan perlindungan tenaga kerja 
Indonesia di luar negeri merupakan bagian dari 
penegakan hukum untuk memberikan jaminan 
perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja 
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-




1. Tindak pidana kejahatan menurut 
ketentuan-ketentuan hukum mengenai 
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri, seperti: 
menempatkan warga negara Indonesia 
untuk bekerja di luar negeri yang dilakukan 
oleh orang perseorangan; menempatkan TKI 
tanpa izin; menempatkan calon TKI pada 
jabatan atau tempat pekerjaan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dan norma kesusilaan; 
mengalihkan atau memindahtangankan 
SIPPTKI; mengalihkan atau 
memindahtangankan SIP kepada pihak lain; 
melakukan perekrutan calon TKI yang tidak 
memenuhi persyaratan; menempatkan TKI 
yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja; 
menempatkan TKI tidak memenuhi 
persyaratan kesehatan dan psikologi; 
menempatkan calon TKI/TKI yang tidak 
memiliki dokumen; menempatkan TKI di luar 
negeri tanpa perlindungan program 
asuransi; memperlakukan calon TKI secara 
tidak wajar dan tidak manusiawi selama 
masa di penampungan.  
2. Pemberlakuan sanksi atas tindak pidana 
kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar 
Negeri. Dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 
15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), 
Dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 




1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
kejahatan menurut ketentuan-ketentuan 
hukum mengenai penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri, maka diperlukan upaya, maka 
tanggung jawab dan kewajiban pemerintah 
perlu ditingkatkan untuk mengatur, 
membina, melaksanakan, dan mengawasi 
penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah 
dapat melimpahkan sebagian wewenangnya 
dan/atau tugas perbantuan kepada 
pemerintah daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pemerintah bertanggung jawab untuk 
meningkatkan upaya perlindungan TKI di 
luar negeri, menjamin terpenuhinya hak-hak 
calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui 
pelaksana penempatan TKI, maupun yang 
berangkat secara mandiri dan mengawasi 
pelaksanaan penempatan calon TKI di luar 
negeri. 
2. Pemberlakuan sanksi atas tindak pidana 
kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar 
Negeri perlu diberlakukan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
apabila pelakunya telah terbukti secara sah 
menurut hukum melakukan tindak pidana 
kejahatan. Sanksi pidana diperlukan untuk 
dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku 
dan bagi pihak-pihak lain sebagai peringatan 
dan pembelajaran untuk tidak melakukan 
perbuatan yang sama. 
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